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KATA PENGANTAR 
 
 

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas 
segala rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas 
P3APMD  tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik. 
Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 37 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 
Kabupaten Kepulauan Talaud bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 
Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa(DP3APMD) merupakan unsur staf 
Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah Kab. Kepl. Talaud. Dalam rangka mempertanggung 
jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2022 kepada Bupati Kepulauan 
Talaud, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP3APMD) perlu membuat Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini tentunya masih jauh dari kata 
sempurna, oleh karena itu diperlukan adanya kritik dan saran dari semua pihak yang 
akan menjadi masukan dan bahan untuk perbaikan kedepannya. 
Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dalam 
pelaksanaan tugas kedepannya yang lebih baik. 
 
 
 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak, Pemberdayaan 
Masyarakat Desa Kab. Kepl. Talaud, 

 
 
 
 
 

MEYKE  MAATUIL, S.Kep.Ns, MM 
PEMBINA  UTAMA  MUDA 

NIP. 19670528 199011 2 002 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
I. 1 LATAR BELAKANG 

 Sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor  37 Tahun 2016 

tanggal  30  Desember  2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Talaud  bahwa Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

merupakan unsur staf Pemerintah Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang 

bertanggung jawab kepada Bupati Kepulauan Talaud melalui Sekretaris Daerah Kab. 

Kepl. Talaud. 

 Dalam rangka mempertangungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi tahun 

2022 kepada Bupati Kepulauan Talaud, Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kepl. Talaud menyusun 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022. LKjIP tersebut juga 

merupakan perwujudan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau 

untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan Kepala Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Kepulauan Talaud  kepada Bupati Kepulauan Talaud sebagai pihak yang memiliki hak 

atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban tersebut. 

 Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis organisasi dan 

program/kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai 

tugas dan fungsinya. Sumber dana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan  

Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP3APMD) Kabupaten Kepulauan Talaud  

untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2021 berasal dari APBD Kab. 

Kepl. Talaud Tahun 2022 sesuai Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2020 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022.  

 Indikator kinerja sasaran strategis organisasi merupakan parameter untuk 

mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3APMD) 

Kabupaten Kepulauan Talaud. Indikator kinerja sasaran strategis ini menggunakan 

indikator kinerja output dan outcome serta kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan 

fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa (DP3APMD) Kab. Kepl. Talaud. Indikator kinerja kegiatan 

menggunakan indikator kinerja mulai dari masukkan (input), keluaran (output), dan hasil 

(outcome) sesuai yang telah disepakati dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 

Tahun 2022. 
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I. 2  KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
 

Kedudukan 
 

 Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 37 Tahun 2016 Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kab. Kepl. Talaud maka kelembagaan di jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kepl. Talaud  terdiri 

dari Kepala Dinas. 

1. Sekretariat, membawahi: 

 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi  dan Pelaporan 

 Sub Bagian Umum  dan Kepegawaian 

 Sub Bagian Keuangan 

2.  Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membawahi : 

 Seksi Pemberdayaan Perempuan 

 Seksi Perlindungan Anak 

 Seksi Pencegahan dan Perlindungan Korban Kekerasan terhadap Perempuan 

dan Anak.. 

3. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi: 

 Seksi Kelembagaan dan Fasilitasi Kerjasama antar Desa 

 Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 

 Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa 

4. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, membawahi: 

 Seksi Pembangunan Usahan Ekonomi Desa dan Sosial Dasar 

 Seksi Sumber Daya Alam , Teknologi Tepat Guna dan Sarana Prasarana 

 Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 

5. Bidang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan, 

     membawahi: 

 Seksi Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa 

 Seksi Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Desa 

 Seksi Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 
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Tugas Pokok 

 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak, Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa (DP3APMD) Kabupaten Kepulauan Talaud dibentuk berdasarkan 

Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 37 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Kab. Kepl. Talaud bahwa DP3APMD  Kab. Kepl. Talaud mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa, Untuk lebih jelasnya dapat diikhtiarkan sebagai berikut : 
 

 Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, memimpin mengkoordinasikan, 

membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan 

tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya. 

 

 Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan 

kebijakan, mengkoordinasikan, membina, merencanakan, mensinkronisasikan, 

mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan serta pelaksanaan 

tugas Kesekretariatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pemerintahan Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pembangunan Kawasan Pedesaan.  

 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas  pokok 

membantu sekretaris dalam urusan pelaksanaan penyiapan bahan perumusan 

kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di 

bidang perencanaan program/kegiatan, evaluasi dan pelaporan dinas.  

 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu 

Sekretaris    dalam    pelaksanaan    penyiapan    bahan perumusan kebijakan, 

koordinasi pembinaan pengendalian dan pemberian bimbingan teknis di bidang 

umum dan kepegawaian.   

 Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan 

kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan 

teknis di bidang administrasi keuangan Dinas.   

 Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin 

oleh seorang kepala bidang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam 

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Advokasi Korban Kekerasan 

terhadap Perempuan dan Anak.  
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 Seksi Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang kepala seksi 

mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam penyiapan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan.  

 Seksi Perlindungan anak dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas 
membantu kepala bidang dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, 
evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan anak.  

 Seksi Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap 

Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas 

membantu kepala bidang dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang 

Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan 

Anak.  

 Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang kepala bidang mempunyai 

tugas    membantu  kepala    dinas    dalam    melaksanakan   perumusan  

danpelaksanaan kebijakan di bidang Kelembagaan dan Fasilitasi Kerjasama 

Antar Desa, Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan  Pembinaan 

administrasi Pemerintah Desa.  

 Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Antar Desa   di pimpin oleh seorang 

kepala seksi mempunyai tugas menbantu kepala bidang dalam penyiapan bahan 

perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan 

pemberian bimbingan di bidang Kelembagaan dan Kerjasama Pemerintah Desa.  

 Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa di pimpin oleh 

seorang kepala   seksi   mempunyai  tugas   membantu kepala bidang dalam 

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis 

dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Peningkatan 

Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.  
 

 Seksi Pembinaan administrasi Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang 

kepala seksi mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan di bidang Pembinaan administrasi Pemerintahan Desa.  

 Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh 

seorang   kepala  bidang  mempunyai  tugas   membantu  kepala  dinas  dalam 

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang 

Pembangunan usaha ekonomi desa dan sosial dasar, SDA,  TTG  dan Sarpras 

dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.  

 Seksi Pembangunan Usaha Ekonomi Desa dan Sosial Dasar dipimpin oleh 

seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam 

penyiapan perumusan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pembangunan Usaha Ekonomi 

Desa dan Sosial Dasar.   
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 Seksi Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna  dan Sarana Prasarana 

dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam 

penyiapan perumusan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan  bidang SDA, TTG dan Sarpras. 

 Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang kepala seksi 

mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam penyiapan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, 

evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.  

 Bidang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan 

dipimpin oleh seorang kepala bidang mempunyai tugas membantu kepala dinas 

dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis di  bidang  Fasilitasi 

Perencanaan Pembangunan Desa, Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Desa 

dan Pembangunan Kasawan Perdesaan.  

 Seksi Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa dipimpin oleh seorang seksi  

mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam penyiapan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Fasilitasi Perencanaan 

Pembagunan Desa.   

 Seksi Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Desa dipimpin oleh seorang 

Kepala seksi  mempunyai tugas   membantukepala bidang dalam penyiapan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan 

supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Fasilitasi 

Pelaksanaan Pembagunan Desa.  

 Seksi Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dipimpin oleh seorang 

seksi mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam penyiapan perumusan 

dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Fasilitasi Pembagunan Kawasan 

Perdesaan.   
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I. 3  STRUKTUR ORGANISASI 
 

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3APMD)  Kabupaten Kepulauan Talaud 

berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Talaud  Nomor 37 Tahun 2016 tanggal 30 

Desember 2016 sebagai berikut  : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. 4 Sumber Daya Manusia (SDM) 

 

 Sumber Daya Manusia Dinas P3APMD Kabupaten Kepulauan Talaud per 1 
Januari 2023 terdiri dari PNS dan THL berjumlah 29 orang yang dapat diklasifikasikan 
berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan yang dapat dilihat pada table dibawah 
ini: 

A. Pegawai Negeri Sipil 
I. Berdasarkan Pangkat /Golongan 

No. Golongan A B C D Orang 

1. I - - - - - 

2. II - - 3 3 6 

 

SUB BAGIAN 
KEUANGAN 

 

SUB BAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 
 

 

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

DAN PERLINDUNGAN ANAK 

 

KEPALA DINAS 
 

 

SEKRETARIS 
 

KELOMPOK 

 

JABATAN 

SUB BAGIAN 
PERENCANAAN, 
EVALUASI DAN 

PELAPORAN 

 

BIDANG 
PEMERINTAHAN DESA 

 

 
SEKSI PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN 
 

 

BIDANG PEMBANGUNAN & 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DESA 

 

 

BIDANG PEMBANGUNAN DESA 
DAN PEMBANGUNAN  KAWASAN 

PERDESAAN 

 

SEKSI FASILITASI 
PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DESA 
 

 

SEKSI FASILITASI 

PELAKSANAAN 

PEMBANGUNAN DESA 

 

SEKSI SUMBER DAYA 
ALAM, TEKNOLOGI TEPAT 

GUNA, DAN SARANA 
PRASARANA 

 

SEKSI PEMBANGUNAN 
USAHA EKONOMI DESA & 

SOSIAL DASAR 
 

SEKSI 
PENINGKATAN 

KAPASITAS APARATUR 
PEMERINTAH DESA 

 

SEKSI 
KELEMBAGAAN &  

KERJASAMA ANTAR 
DESA 

 

 
SEKSI PERLINDUNGAN 

ANAK 
 

SEKSI PENCEGAHAN DAN 

PENANGANAN KORBAN 

KEKERASAN TERHADAP 

PEREMPUAN DAN ANAK 

SEKSI PEMBINAAN 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN  DESA 

 

SEKSI PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA 

 

SEKSI FASILITASI 

PEMBANGUNAN 

KAWASAN PERDESAAN 
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3. III 4 - 1 3 8 

4. IV 9 1 1 1 12 

                               Jumlah 13 1 5 7 26 

 
II. Berdasarkan Jabatan 

No. Jabatan Orang 

1. Eselon II b 1 

2. Eselon III a 1 

3. Eselon III b 4 

4. Eselon IV a 9 

5. Staf 11 

                                          Jumlah 26 

 
III. Berdasarkan Pendidikan 

No. Pendidikan Orang 

1. S2 4 

2. S1 12 

3. D-III 1 

4. SLTA 9 

                                          Jumlah 26 

 
 

B. Pegawai Non CPNS Berdasarkan Pendidikan 

No. Pendidikan Orang 

1. S2 - 

2. S1 3 

3. D-III - 

4. D-I - 

5. SMA/SMK 1 

                                          Jumlah - 

 
 

Dasar Hukum 

Penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Talaud mengacu kepada : 

I. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih 

dan bebas dari korupsi dan epotisme. 

II. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

bersih dan bebas dari korupsi dannepotisme. 

III. PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

IV. Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 37 Tahun 2016 tanggal 30 

Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
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serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Talaud. 

I. 5 Aspek Strategis dan Isu strategis Isu Strategis 

 Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam perumusan visi-misi, 

tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke 

depan, adalah sebagai berikut: 

1. Mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah; 

2. Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak; 

3. Meningkatkan kualitas pemerintahan desa; 

4. Peningkatan partisipasi lembaga dan masyarakat dalam pembangunan; 

5.  Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat. 
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BAB II 
PERENCANAAN KINERJA 

 
II. 1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja 
 
 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKj.IP) 2022 berpedoman 

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Kepulauan Talaud Tahun 2020 – 2025, dimana RPJMD 2020-2025 menetapkan Visi 

dan Misi  yang merupakan cita – cita yang ingin di capai yaitu : 

  “ MENJADIKAN KABUPATEN TALAUD YANG LEBIH DIBERKATI “ 

Terkait pada Visi dan Misi yang ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan 

Talaud  Tahun  2020 - 2025 di jabarkan ada Enam Misi, dan Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Kepulauan Talaud melaksanakan Misi yang Ke 2 yaitu : "Mewujudkan Kabupaten 

Kepulauan Talaud yang Elok”.  

II. 2  PENETAPAN KINERJA  
 
Dalam mewujudkan pencapaian yang maksimal dan terukur sesuai target 

kinerja, dan pelaksanaan  tugas dan tanggung jawab pelayanan yang prima, transparan 
dan akuntabel, sebagai salah satu lembaga teknis yang melaksanakan tugas 
kepemerintahan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai pihak pertama bertanggung jawab 
mengikat perjanjian dengan pihak kedua, Bupati Kepulauan Talaud. 

Selanjutnya,  Sasaran Strategis dijabarkan kedalam Indikator Kinerja Utama 
(IKU) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa. Adapun IKU tersebut akan menggambarkan pencapaian kinerja 
SKPD selama tahun 2022. 

 
 
Tabel II. 2 Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 

 

 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

1. MENINGKATKAN KUALITAS  
HIDUP PEREMPUAN DAN 
ANAK DI KABUPATEN 
KEPULAUAN  TALAUD  

PERSENTASE PENURUNAN 
KASUS KEKERASAN TERHADAP 
PEREMPUAN  DAN ANAK  

0,09 % 

PERSENTASE PEREMPUAN 
KORBAN KEKERASAN YANG 
MEMILIKI USAHA MANDIRI 

61,16 % 

2. MENINGKATKAN KUALITAS 
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN 
PEMERINTAHAN DESA 
DALAM USAHA 
PENANGGULANGAN 
KEMISKINAN PERDESAAN  

PERSENTASE DESA YANG 
BERHASIL DALAM PROGRAM 
PENANGGULANGAN KEMISKINAN 
PERDESAAN 
 

83,33 % 



LKj.IP 

BAB  III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

A. CAPAIAN KINERJA  

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas P3APMD Kabupaten Kepulauan 
Talaud Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi 
masing-masing indikator kerja sasaran. Suatu OPD dapat dikatakan berhasil jika 
indikator-indikator yang ditetapkan telah mengarah kepada pencapaian tujuan dan 
sasaran. Tanpa adanya pengukuran kinerja sangat sulit dicari pembenaran yang logis 
atas pencapaian tujuan dan sasaran OPD. 
Pengukuran kinerja adalah suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk 
menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sesuai dengan program, kebijakan, 
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi. 

IKU Dinas P3APMD Kabupaten Kepulauan Talaud  tidak mencantumkan target 
yang akan dicapai karena target capaian Indikator IKU ditetapkan dalam dokumen 
Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 dan Penetapan Kinerja Tahun 2023. 
Pencapaian IKU di Dinas P3APMD Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai dengan yang 
ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2022 telah sesuai dengan pengukuran 
kinerja yang diuraikan dalam analisa capaian kinerja. Adapun pencapaian indikator 
sasaran yang diukur dengan IKU pada Dinas P3APMD Kabupaten Kepulauan Talaud  
sebagai berikut : 

 
 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

1. MENINGKATKAN KUALITAS  
HIDUP PEREMPUAN DAN 
ANAK DI KABUPATEN 
KEPULAUAN  TALAUD  

PERSENTASE PENURUNAN 
KASUS KEKERASAN 
TERHADAP PEREMPUAN  DAN 
ANAK  

0,09 % 

PERSENTASE PEREMPUAN 
KORBAN KEKERASAN YANG 
MEMILIKI USAHA MANDIRI 

61,16 % 

2. MENINGKATKAN KUALITAS 
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN 
PEMERINTAHAN DESA 
DALAM USAHA 
PENANGGULANGAN 
KEMISKINAN PERDESAAN  

PERSENTASE DESA YANG 
BERHASIL DALAM PROGRAM 
PENANGGULANGAN 
KEMISKINAN PERDESAAN 
 

83,33 % 

 

 
III. A. 1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja 2022 
 

N

O 

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

1. MENINGKATKAN 
KUALITAS  HIDUP 
PEREMPUAN DAN 
ANAK DI KABUPATEN 
KEPULAUAN  TALAUD  

PERSENTASE 
PENURUNAN KASUS 
KEKERASAN 
TERHADAP 
PEREMPUAN  DAN 
ANAK  

0,09% 0,06% 66,66% 

PERSENTASE 
PEREMPUAN KORBAN 
KEKERASAN YANG 
MEMILIKI USAHA 
MANDIRI 
 

61,16% -% -% 

2. MENINGKATKAN 
KUALITAS 
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN 
PEMERINTAHAN 
DESA DALAM USAHA 
PENANGGULANGAN 
KEMISKINAN 
PERDESAAN  

PERSENTASE DESA 
YANG BERHASIL 
DALAM PROGRAM 
PENANGGULANGAN 
KEMISKINAN 
PERDESAAN 
 

83,33% 100% 100% 
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PERSENTASE PENURUNAN 
KASUS KEKERASAN 
TERHADAP PEREMPUAN  
DAN ANAK 
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Diagram Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realisasi indikator kinerja 1 
 
 
 
                                              
 
 
 
 
Penjelasan terkait  realisasi indikator kinerja 1
Capaian Indikator Kinerja : Presentase penurunan kasus kekerasan terhadap 
perempuan dan anak yaitu sebesar 
bahwa capaian kinerja sesuai dengan indikator yang ada belum mencapai hasil yang 
maksimum disebabkan karena 
anggaran. Dengan jumlah kasus kekerasan terha
kasus kekerasan anak sebanyak 9
 
 
III. A. 2 Perbandingan 

N

O 

SASARAN 

STRATEGIS 

  
1
. 

MENINGKATKAN 
KUALITAS  HIDUP 
PEREMPUAN 
DAN ANAK DI 
KABUPATEN 
KEPULAUAN  
TALAUD  

2
. 

MENINGKATKAN 
KUALITAS 
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT 
DAN 
PEMERINTAHAN 

 

                                                          

PERSENTASE PENURUNAN                   
EKERASAN 

PEREMPUAN  

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja 

indikator kinerja 1  : 

                    

realisasi indikator kinerja 1: 
Capaian Indikator Kinerja : Presentase penurunan kasus kekerasan terhadap 

empuan dan anak yaitu sebesar 66,66% dari target kinerja tahun 2
bahwa capaian kinerja sesuai dengan indikator yang ada belum mencapai hasil yang 

kan karena ada beberapa kegiatan penunja
. Dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan 

kasus kekerasan anak sebanyak 9 anak. 

III. A. 2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

INDIKATOR 

KINERJA 

202

 TARGET 
PERSENTASE 
PENURUNAN 
KASUS 
KEKERASAN 
TERHADAP 
PEREMPUAN  DAN 
ANAK  

0,09% 

PERSENTASE 
PEREMPUAN 
KORBAN 
KEKERASAN YANG 
MEMILIKI USAHA 
MANDIRI 

61,16 % 

PERSENTASE 
DESA YANG 
BERHASIL DALAM 
PROGRAM 
PENANGGULANGA
N KEMISKINAN 

83,33% 

JUMLAH PENURUNAN KASUS KEKERASAN 
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

                                                           =                                                                                    

JUMLAH KASUS KEKERASAN TERHADAP 
PEREMPUAN DAN ANAK

Perbandingan Antara Target dan 
Realisasi Kinerja 2022

TARGET 0,09% 61,16%
Perbandingan Antara Target dan 
Realisasi Kinerja 2022

REALISASI 0,06% -%
Perbandingan Antara Target dan 
Realisasi Kinerja 2022

CAPAIAN 66,66% -%

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja 2022 

Capaian Indikator Kinerja : Presentase penurunan kasus kekerasan terhadap 
% dari target kinerja tahun 2022. Ini berarti 

bahwa capaian kinerja sesuai dengan indikator yang ada belum mencapai hasil yang 
ada beberapa kegiatan penunjang karena keterbatasan 

dap perempuan 3 orang dan terhadap

Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 

2021 2022 

REALISASI TARGET REALISASI

0,09% 0,09% 0,06% 

-% 61,16 % -% 

100% 83,33% 100% 

JUMLAH PENURUNAN KASUS KEKERASAN 
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK 

                                                                         X 100 

JUMLAH KASUS KEKERASAN TERHADAP 
PEREMPUAN DAN ANAK 

Capaian Indikator Kinerja : Presentase penurunan kasus kekerasan terhadap 
. Ini berarti 

bahwa capaian kinerja sesuai dengan indikator yang ada belum mencapai hasil yang 
ng karena keterbatasan 

orang dan terhadap 

REALISASI 
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PERSENTASE PEREMPUAN 

KORBAN KEKERASAN 

YANG MEMILIKI USAHA 

MANDIRI 
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Diagram Perbandingan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realisasi indikator kinerja 2 
 
 
 
                                               
 
 
 
Penjelasan terkait  realisasi
Capaian Indikator Kinerja : Presentase korban kekerasan yang memiliki usaha mandiri 
yaitu sebesar 61,16
keterbatasan anggaran
melakukan usaha mandiri.
 
 
III. A. 3  Perbandingan Kinerja dengan Target Jangka Menengah yang terdapat 
dalam Dokumen Rencana Strategis

DESA DALAM 
USAHA 
PENANGGULANG
AN KEMISKINAN 
PERDESAAN  

NO SASARAN 

STRATEGIS 

  

1. MENINGKATKAN 
KUALITAS  HIDUP 
PEREMPUAN 
DAN ANAK DI 
KABUPATEN 
KEPULAUAN  
TALAUD  

PERSENTASE PEREMPUAN 

KORBAN KEKERASAN  

YANG MEMILIKI USAHA 
                                                           =                                                                                    

III. A. 2 Perbandingan Realisasi 
Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 
2022 2022 REALISASI 0,06% 

III. A. 2 Perbandingan Realisasi 
Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 
2022 2022 TARGET 0,09% 61,16%

III. A. 2 Perbandingan Realisasi 
Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 
2022 2021 REALISASI 0,09% 

III. A. 2 Perbandingan Realisasi 
Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 
2022 2021 TARGET 0,09% 61,16%

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

indikator kinerja 2  : 

                                                

Penjelasan terkait  realisasi indikator kinerja 2: 
Capaian Indikator Kinerja : Presentase korban kekerasan yang memiliki usaha mandiri 

61,16% dari target kinerja tahun 2022
keterbatasan anggaran untuk melakukan fasilitasi dan pemberian bant
melakukan usaha mandiri. 

III. A. 3  Perbandingan Kinerja dengan Target Jangka Menengah yang terdapat 
dalam Dokumen Rencana Strategis 

PERDESAAN 
 

INDIKATOR 

KINERJA 

TAHUN 202

 TARGET 

MENINGKATKAN 
KUALITAS  HIDUP 

PERSENTASE 
PENURUNAN 
KASUS 
KEKERASAN 
TERHADAP 
PEREMPUAN  
DAN ANAK  
 

0,09% 

PERSENTASE 
PEREMPUAN 
KORBAN 
KEKERASAN 
YANG MEMILIKI 
USAHA MANDIRI 
 
 
 
 

61,16 % 

JUMLAH PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN 
YANG MEMILIKI USAHA MANDIRI 

JUMLAH PEREMPUAN KORBAN 
KEKERASAN 

                                                                         X 100 

III. A. 2 Perbandingan Realisasi 
Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 
2022 2022 REALISASI 0,06% -%

III. A. 2 Perbandingan Realisasi 
Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 
2022 2022 TARGET 0,09% 61,16%

III. A. 2 Perbandingan Realisasi 
Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 
2022 2021 REALISASI 0,09% -%

III. A. 2 Perbandingan Realisasi 
Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 
2022 2021 TARGET 0,09% 61,16%

Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 

Capaian Indikator Kinerja : Presentase korban kekerasan yang memiliki usaha mandiri 
2 tidak terdapat capaian. karena 

untuk melakukan fasilitasi dan pemberian bantuan untuk dapat 

III. A. 3  Perbandingan Kinerja dengan Target Jangka Menengah yang terdapat 

TAHUN 2022 TAHUN 2025 

REALISASI TARGET 

0,09% 0,03 

-%         54,61%  

JUMLAH PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN 
YANG MEMILIKI USAHA MANDIRI  

JUMLAH PEREMPUAN KORBAN 

Capaian Indikator Kinerja : Presentase korban kekerasan yang memiliki usaha mandiri 
karena 

uan untuk dapat 
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PERSENTASE DESA YANG 

BERHASIL DALAM PROGRAM 

PENANGGULANGAN 

KEMISKINAN PERDESAAN

 

                                                          

 
 
Diagram Perbandingan Kinerja dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam 
Dokumen Rencana Strategis

 
Realisasi indikator kinerja 3 
 
 
 
 
                                               
 
 
 
Penjelasan terkait  realisasi indikator kinerja 3
dengan baik sebesar 100% 
adanya dukungan dana dari desa yang tertatah 
(Bantuan Langsung Tunai) dan program ketahanan pangan.
 
 
 
 

III. A.4  Analisis penyebab keberhasilan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
 

Analisis program/kegiatan yang
pencapaian pernyataan kinerja.
 
Keberhasilan Capaian didukung dengan adanya kegiatan :
 

- Program Penyelenggara
1. Fasilitasi  Tata Wilayah Desa

 

- Program Pembinaan 
Pemerintahan
1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa berupa  :

        a. Bimbingan Teknis Profil Desa/Kelurahan
2. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM D

2022 TARGET 0,09% 61,16%

2. MENINGKATKAN 
KUALITAS 
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT 
DAN 
PEMERINTAHAN 
DESA DALAM 
USAHA 
PENANGGULANG
AN KEMISKINAN 
PERDESAAN  

PERSENTASE DESA YANG 

BERHASIL DALAM PROGRAM 

PENANGGULANGAN 

KEMISKINAN PERDESAAN 

                                                           =                                                                                    

Perbandingan Kinerja dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam 
Dokumen Rencana Strategis 

indikator kinerja 3  : 

                                              

Penjelasan terkait  realisasi indikator kinerja 3 : program dan kegiatan 
sar 100% karena dengan adanya dukungan anggaran dan dengan 

adanya dukungan dana dari desa yang tertatah dalam APBDES
sung Tunai) dan program ketahanan pangan.

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan a
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan 

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 
pencapaian pernyataan kinerja. 

Keberhasilan Capaian didukung dengan adanya kegiatan :

Program Penyelenggaraan Penataan Desa (Kode Rekening
Fasilitasi  Tata Wilayah Desa 

Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelengg
Pemerintahan Desa  (Kode Rekening 12.07.2.07.01.01.17)

Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa berupa  :
Bimbingan Teknis Profil Desa/Kelurahan 

Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar

2.

83,33%

100%
95,24%

2022 TARGET 0,09% 61,16% 2022 REALISASI 0,09% 

MENINGKATKAN 

PEMBERDAYAAN 

PEMERINTAHAN 

PENANGGULANG
AN KEMISKINAN 

PERSENTASE 
DESA YANG 
BERHASIL DALAM 
PROGRAM 
PENANGGULANG
AN KEMISKINAN 
PERDESAAN 
 

83,33% 

JUMLAH DESA YANG BERHASIL DALAM 
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN 
PERDESAAN   

JUMLAH DESA 
 

                                                                         X 100 

Perbandingan Kinerja dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam 

program dan kegiatan terealisasi 
karena dengan adanya dukungan anggaran dan dengan 

dalam APBDES yaitu program BLT 
sung Tunai) dan program ketahanan pangan. 

kegagalan atau peningkatan / penurunan 
 

menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

Keberhasilan Capaian didukung dengan adanya kegiatan : 

an Penataan Desa (Kode Rekening12.07.2.07.01.01.15) 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi 
Desa  (Kode Rekening 12.07.2.07.01.01.17) 

Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa berupa  : 

sa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa. 

95,24%

2022 REALISASI 0,09% -% 2025 TARGET 0,03% -%

100%  95,24% 

JUMLAH DESA YANG BERHASIL DALAM 
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN 

 

i 
karena dengan adanya dukungan anggaran dan dengan 

yaitu program BLT 

penurunan 

 

araan Administrasi 
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- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang 

Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sea 
Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya  Hukum 
Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota (Kode Rekening 
12.07.2.07.01.01.18) 
1. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 
 

- Program Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban 
Kekerasan yang memerlukan koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Kode 
Rekening 12.07.2.07.01.01.19) 
1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan korban 
     kekerasan kewenangnan Kabupaten/Kota, berupa: 

a. Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan  
 

- Program Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan 
Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kode 
Rekening12.07.2.07.01.01.24) 
1. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota,  
    berupa: 
    a. Pendampingan korban kekerasan Anak 
 

Kegagalan pencapaian kinerja : 
- Data Gender belum Valid; 
- belum dilakukan pengambilan data pasti di tiap desa karena 
   keterbatasan anggaran; 
-. tidak tersedianya jasa bantuan hukum, psikolog, konselor. 

- Program Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan 
dunia usaha Kewenangan Kabupaten/kota (Kode Rekening 12.07.2.07.01.01.25) 
1. Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak 
    Kewenangan Kabupaten/Kota. 
 
 

Solusi dan langkah – langkah yang perlu dilakukan: 
 Mengusulkan program kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan dalam 

pencapaian target kinerja pada tahun selanjutnya. 
 Memaksimalkan kinerja sumber daya manusia ASN yang ada pada bidang teknis 

pengelola kegiatan. 
 
 
 
III. A. 5  Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  

5.1 Analisis atas efisiensi atas penggunaan sumber daya keuangan 

Pada tahun anggaran 2022 dalam Rencana Kerja pada DInas P3APMD terdapat 10 

(sepuluh ) program penunjang sasaran strategis yang tertuang dalam perjanjian kinerja 

dengan anggaran RP. 3.785.229.395 Pada perubahan rencana kerja dari 10 Program  

penunjang sasaran strategis tersebut ada beberapa program kegiatan dilakukan 

Refocusing oleh pemerintah Daerah yaitu, program Pengarusutamaan Gender dan 

Pemberdayaan Perempuan dengan anggaran Rp.8.890.000, Program Perlindungan 

perempuan dengan anggaran Rp.9.113.000, Program Pengelolaan sitem data gender 

dan anka dengan anggaran Rp.6.975.000,dimana program ini sangat mendukung 

keberhasilan kinerja pada Dinas P3AMD. 

5.2 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia 

Dinas P3APMd dengan personil sejumlah 26 Orang terdiri atas: 

 Kepala Perangkat Daerah: 1 Orang   

 Sekertariat:   9 Orang 
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 Bidang Perempuan:  3 Orang 

 Bidang kawasan:  4 orang 

 Bidang Pemberdayaan: 5 orang 

 Bidang PemDes:   4 Orang 

Selain itu Dinas P3APMD memiliki mitra kerja yang dapat membantu pelaksanaan dan 
fungsi kedinasan yaitu: DPPKB dan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. 
Solusi: Agar pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan secara optimal maka diperlukan 
sumberdaya manusia, sumber dana, dan sarana secara efektif dan efisien. 
 
III. A. 6  Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun  
 Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja  
 
Dari sepuluh (10) program dan  kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi sasaran 
strategis yang merupakan tolak ukur capaian keberhasilan Dinas P3APMD. 
Pencapaian target kinerja pada indikator pertama dan kedua belum tercapai 

dikarenakan adanya keterbatasan anggaran, sedangkan program dan kegiatan untuk 

menunjang indikator kinerja ketiga yaitu persentase desa yang berhasil dalam program 

penanggulangan kemiskinan perdesaan tercapai dengan baik sebesar 100% 

dikarenakan adanya dukungan anggaran dan dana dari desa yang tertatah dalam 

APBDES yaitu program BLT (Bantuan Langsung Tunai) ada 142 Desa tercapai dengan 

baik 100% dan program ketahanan pangan ada 142 Desa tercapai dengan baik 100%. 

 
B. Realisasi Anggaran 

 
Sehubungan dengan adanya bencana pandemi Covid 19, Anggaran Dinas 

P3APMD banyak mengalami perubahan atau penggeseran Anggaran untuk 
menanggulangi anggaran penanganan bencana Covid 19 di Kabupaten Kepulauan 
Talaud. Jumlah rencana pengeluaran belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat  dan Desa Kabupaten Kepulauan 
Talaud yang tercantum dalam perubahan anggaran tahun 2022 dan menjadi dasar 
perhitungan anggaran ini adalah Rp.2.990.015.178,- dan realisasi sebesar Rp. 
2.969.251.233,- . serta persentase sebesar 99,31 % 
Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak 
dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Talaud, dan untuk 
lebih jelas dapat dilihat secara rinci pada table dibawah ini : 

Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak 

dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Talaud 

NO. URAIAN ANGGARAN REALIASASI SISA % 

1. 
Belanja Tidak Langsung 

- Belanja Pegawai 
2.533.780.603 2.516.920.073 16.860.530 99.33 

2. 

Program  Perencanaan, 
Penganggaran dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

6.174.000 5.580.000 594.000 90.38 

3. 
Program  Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

40.111.960 40.099.600 12.360 99.97 
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4 

Program Pengadaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

- - - - 

5 

Program Penyediaan 
Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 146.773.808 145.737.500 1.036.308 99.29 

6 

Program Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

17.524.807 17.513.360 11.447 99.93 

7 

 
Program 
Pengarusutamaan 
Gender dan 
Pemberdayaan 
Perempuan 

8.894.000 8.605.600 288.400 96.75 

8 

 
Program Perlindungan 
Perempuan 

9.113.000 8.465.000 648.000 92.89 

9 

 
 
Program Pengelolaan 
Data Gender dan Aanak 6.975.000 6.935.000 40.000 99.42 

10 

 
 
Program Pemenuhan 
Hak Anak (PHA) 9.202.000 9.165.400 36.600 99.60 

 
11 

 
Program Penataan Desa 

3.120.000 2.560.000 560.000 82.05 

12 

 
 
Program Peningkatan 
Kerjasama Desa 

312.000 225.000 87.000 72.11 

13 

 
 
Program Administrasi 
Pemerintahan Desa 

207.424.000 207.038.800 385.200 99.81 



LKj.IP 

14 

Program Pemberdayaan 
Lembaga 
Kemasyarakatan yang 
bergerak di Bidang 
Pemberdayaan Desa dan 
Lembaga Adat Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota 
serta Pemberdayaan 
Masyarakat Hukum Adat 
yang masyarakat 
pelakunya Hukum Adat 
yang sama dalam Daerah 
Kabupatenkota 

Total 

EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS CAPAIAN KINERJA

 

 

NO SASARAN 
STRATEGIS

 
1 

MENINGKATKAN 
KUALITAS  HIDUP 
PEREMPUAN DAN ANAK 
DI KABUPATEN 
KEPULAUAN  TALAUD

 
 
 
 
 

2 

 
MENINGKATKAN 
KUALITAS 
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN 
PEMERINTAHAN 
DESA DALAM 
USAHA 
PENANGGULANGAN 
KEMISKINAN 
PERDESAAN  

ANGGARAN

REALISASI

SISA

%

Program Pemberdayaan 

Kemasyarakatan yang 
bergerak di Bidang 
Pemberdayaan Desa dan 
Lembaga Adat Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota 
serta Pemberdayaan 
Masyarakat Hukum Adat 

pelakunya Hukum Adat 
yang sama dalam Daerah 

410.000 

2.990.015.178 2.969.25

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS CAPAIAN KINERJA
                                                                    
 

SASARAN 
STRATEGIS 

RATA-
RATA 

CAPAIAN 
KINERJA 

REALISASI 
ANGGARAN

PEREMPUAN DAN ANAK 

KEPULAUAN  TALAUD 

66,66% 

 
Rp. 8.605.600
 

MENINGKATKAN 

PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN 
PEMERINTAHAN 

GGULANGAN 

129% 

 
 
 
 
 

Rp. 207.038.800

TOTAL : 

ANGGARAN

REALISASI

SISA

%

410.000 - 

2.969.251.233 20.763.945 99.31

EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS CAPAIAN KINERJA 
                                                                     

REALISASI 
ANGGARAN 

PENGHEMATAN 
PAGU 

KATEGORI

Rp. 8.605.600 
 

Rp. 26.331.000 
(24.63%) 

 
Efektif dan 

efisiensi

Rp. 207.038.800 

 
 
 
 
 

Rp.18.543.200 
(91.78%) 

 
 
 
 

Efektif 

RP. 44.87 %  

100 

99.31 

 

KATEGORI 

Efektif dan 
efisiensi 

Efektif  


	I. 1 LATAR BELAKANG

	I. 2  KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

	Tugas Pokok

	I. 3  STRUKTUR ORGANISASI

	Dasar Hukum

	I. 5 Aspek Strategis dan Isu strategis Isu Strategis

	A. CAPAIAN KINERJA 




